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B PENGAYOMAN

Yth. 1. Para Kepala Divisi
2. Para Pejabat Administrasi
3. Para JFT dan JFU
Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

SURAT EDARAN
Nomor : W.33-731.UM.01.01 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBAYARAN UANG TRANSPORT BAGI PEMEGANG KENDARAAN DINAS
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

A. Latar Belakang
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan di
Lingkungan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Barat maka perlu menerbitkan surat edaran Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM tentang Pembayaran Uang Transport
Bagi Pemegang Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

B. Maksud dan Tujuan
Untuk menertibkan pembayaran uang transport bagi para pemegang
kendaraan dinas di Lingkungan Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan
HAM Sulawesi Barat

C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pada surat edaran ini mengatur tentang cara pembayaran
uang transport bagi seluruh ASN pemegang kendaraan dinas di
Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Barat

D. DASAR

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelakasanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata KerjaKantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.1.



E. ISI SURAT EDARAN

1.Setiap Pegawai Pemegang Kendaraan Dinas tidak berhak menerima
Uang Transport Lokal

2.Setiap Pegawai Pemegang Kendaraan Dinas tidak berhak menerima
Uang Pembayaran Biaya Taksi Bandara Mamuju

3.Setiap Pegawai Pemegang Kendaraan Dinas tidak berhak menerima
Uang Pembayaran Transport Antar Kota/Kabupaten

F. PENUTUP
Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 26 Agustus 2019
Kepala Kantor Wildyah,

Harun Sulianto,
NIP. 196504081987031002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.1.



